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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Di
Bawah Ancaman Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor :
81/Pid.Sus/2015/PN.Sda  dan Putusan Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr). Hakim
menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan terhadap terdakwa Harijanto
Tjondrokoesoemo. Kasus kedua Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu)
Tahun 6 (enam) Bulan terhadap terdakwa Dodik Susanto. Adapun metode penelitian
yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu
Pendekatan perundang — undangan dan pendekatan pada kasus yang diteliti.
Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum dalam tindak pidana narkotika dan
akibat hukum dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman
minimum dalam tindak pidana narkotika. Dimana diketahui terdakwa Harijanto
Tjondrokoesoemo yang diputus pidana penjara hanya selama 8 (delapan) Bulan oleh
Hakim karena dalam pembuktian di persidangan terdakwa hanya merupakan
pengguna narkotika dan Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terindikasi dalam
peredaran dan perdagangan narkotika. Kemudian terdakwa Dodik Susanto yang
diputus pidana penjara hanya selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan oleh Hakim
karena melihat tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum di bawah
ketentuan yang diatur di dalam undang — undang dan juga dengan sedikitnya barang
bukti sehingga Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum dalam
tindak pidana narkotika.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana Narkotika.

Pembimbing Utanfa, Pembimbing Pembantu,

NTP 195412141981031002
Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Citra negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan
dipertegas oleh Aristoteles, menurut Plato penyelenggaraan pemerintahan yang
baik ialah yang diatur oleh hukum dan Aristoteles berpendapat bahwa negara
yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan
hukum dimana yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan
pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik - buruknya suatu

hukum.?

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan
bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.? Hal ini berarti bahwa segala
sesuatu perbuatan yang mencakup kehidupan bernegara harus tunduk dan
didasarkan pada hukum yang mengaturnya serta memiliki konsekuensi sesuai
dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tidak didasarkan

atas kekuasaan belaka (machtsstaat).®

'Nuktoh Arfawie Kurde, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
2005, him 14.

2Pasal 1 ayat (3) Undang — Undang Dasar 1945.

3] Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi, Setara Press, Malang, 2012, him 158.



Merujuk pada pendapat Frederich Julius Stahl konsep negara hukum yang
dikemukakannya kemudian disebut dengan ‘“rechtsstaat” yang dimana terdiri
dari empat unsur pokok, yaitu : (1) Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak -
Hak Asasi Manusia, (2) Negara yang didasarkan pada trias politika (pemisahan
kekuasaan), (3) Pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan Undang —
Undang, (4) Adanya peradilan Administrasi Negara yang berwenang menangani

kasus perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah.*

Dalam suatu negara yang didasarkan oleh ketentuan hukum, kekuasaan
kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan dari
kaidah — kaidah hukum postitif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam
tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu
serta menentukan nilai situasi konkret yang ditimbulkan secara imparsial
berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.> Kekuasaan kehakiman sendiri
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan.®

Hakim sebagai salah satu penegak hukum mempunyai peranan yang sangat
penting dalam pelaksanaan sistem peradilan. Hakim mempunyai kebebasan
ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas dalam menjatuhkan putusan

pengadilan. Hal ini tercermin pada ketentuan yang terdapat di dalam Undang -

“Ibid.

>Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar - Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2004, him 93.

®Pasal 24 ayat (1) Undang — Undang Dasar 1945



Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang
menyatakan bahwa kekuasan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.’

Hakim sebagai subsistem peradilan merupakan pelaku inti yang secara
fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan
kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan
berdasarkan undang — undang. Aparat yang terdiri dari hakim, panitera, juru sita,
dan tenaga nonhakim lainnya serta sarana hukum baik hukum materiil maupun
hukum formil. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu, hakim harus
memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur
dalam peraturan perundang — undangan. Setelah memahami tugas dan kewajiban,
hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan

pekerjaannya.®

Pada hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili,
memutuskan  dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
Meskipun demikian, tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut yang

dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu, tugas hakim secara

’Pasal 1 angka 1 Undang — Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
8Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013,
him 105.



normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara.® Namun
pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau
konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal — hal seperti hubungan
hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak — pihak yang
terlibat dalam suatu perkara, sehingga dapat menyelesaikan suatu perselisinan
atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku dan hakim harus
selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam

mengambil suatu keputusan.©

Dalam praktik hukum di Indonesia, seringkali penegak hukum dalam
menjalankan tugasnya telah sesuai dengan aturan formal yang sudah ada,
termasuk hakim yang telah melaksanakan asas — asas persidangan dan peradilan
seperti sifat terbukanya persidangan, sederhana, cepat, biaya ringan, dengan
objektivitas, bebas campur tangan diluar kekuasaan kehakiman dan lainnya,
sehingga turunlah putusan pengadilan. Semua aturan hukum yang relevan sudah
dipertimbangkan dan sudah diterapkan, akan tetapi terhadap penegakkan hukum
yang demikian, masih saja banyak masyarakat yang tidak puas dan inilah titik
permasalahannya vyaitu tidak terpenuhinya keadilan, terutama keadilan
masyarakat (social justice). Dimana hakim tidak bersunggguh — sungguh

menggali nilai — nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,

°lbid.
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar
Grafika, Jakarta, 2011, him 2.



terkait dengan alasan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku bahkan dalam

beberapa hal justru melukai keadilan.*

Penegakkan hukum (law enforcement) di Indonesia dipandang bersifat
diskriminatif, inkonsisten, dan hanya mengedepankan kepentingan kelompok
tertentu, padahal seharusnya penegak hukum yang merupakan ujung tombak dari
terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Aparat penegak hukum
terutama hakim sebagai pemutus suatu perkara harus memiliki kejujuran, empati,
dan dedikasi dalam menjalankan tugas untuk melakukan penegakkan hukum, hal
ini dilakukan agar dapat menangkap hakikat akan kebenaran, keadilan, dan

kemanusiaan.*?

Secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan
(status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam
struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang — sedang saja atau rendah.
Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak —
hak dan kewajiban tertentu, dimana hak dan kewajiban itu merupakan peranan
atau role. Seseorang yang memiliki kedudukan tertentu lazimnya dinamakan
pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang
untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Seorang penegak hukum dan juga sebagaimana masyarakat lainnya, lazimnya

1Wildan Suyuthi Mustofa, Op.Cit., him 101.
2Ahmad Rifai, Op.Cit., him 37.



mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian bahwa
antara berbagai kedudukan dan peranan maka akan timbul konflik (status conflict
dan conflict of roles). Pada kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan
yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual,
maka dengan adanya hal tersebut akan terjadi suatu kesenjangan peranan (role-

distance).t?

Aparat penegak hukum yang berkaitan dalam proses penegakkan hukum,
tidak sealalu sama dalam setiap jenis pelanggaran hukum yang menimbulkan
berbagai macam perkara dan dalam penyelesaiannya juga tidak dengan main
hakim sendiri (eigenrechting) tetapi dengan cara yang diatur dalam hukum formil.
Dengan adanya hukum formil maka peraturan — peraturan hukum yang mengatur
tentang bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya

hukum materiil.**

Dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana dan untuk menegakkan
hukum pidana maka aparat penegak hukum yang terkait ialah kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Instansi — instansi penegak
hukum ini mempunyai tujuan yang sama, nhamun satu sama lain berdiri sendiri
dan mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban masing — masing. Kemudian

selain dari aparat penegak hukum yang telah disebutkan diatas, untuk proses

3Sperjono Soekanto, Faktor — Faktor Yang Memperngaruhi Penegakkan Hukum, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2008, him 20.

1Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011,
him 185.



penyelesaian “tindak pidana khusus” ada pejabat pegawai negeri sipil yang diberi
wewenang khusus oleh undang — undang untuk melakukan tindakan yang
dimungkinkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan. Pejabat Pegawai
Negeri Sipil yang dimaksudkan misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi,
dan pejabat kehutanan. Aparat yang terkait dalam penyelesaian suatu perkara
ialah hakim dan bahkan yang memberi putusan, yang menentukan hukuman
terhadap setiap perkara ialah hakim, karena itulah sering dikatakan bahwa hakim
atau pengadilan merupakan benteng terakhir untuk menegakkan hukum dan

keadilan.®

Dalam mengemban tugas seorang hakim harus mendapatkan perlindungan
sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh — pengaruh yang berasal dari :
(a) Lembaga — lembaga di luar badan peradilan, baik eksekutif maupun legislatif,
(b) Lembaga — lembaga internal didalam jajaran Kekuasaan Kehakiman sendiri,
(c) Pengaruh — pengaruh pihak yang berperkara, (d) Pengaruh tekanan — tekanan
masyarakat baik nasional maupun internasional, (e) Pengaruh — pengaruh yang

bersifat “trial by the press”.*®

Hakim adalah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki
pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang ilmu hukum dan peradilan

sehingga banyak bersinggungan dengan masalah yang mengenai kebebasan dan

1hid, him 186.
8 Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012,
him 167.



keadilan, secara legal dan konteks yakni dilihat dari suatu putusan atas perkara
yang diselesaikan. Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian
kekuasaan, di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu dalam Undang
— Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya
diimplementasikan dalam Undang — Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Pokok — Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang —
Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian diganti dengan Undang — Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kakuasaan Kehakiman, yang kemudian
disempurnakan kembali menjadi Undang — Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kebebasan eksistensial adalah kebebasan hakiki yang dimiliki oleh setiap
manusia tanpa melihat predikat yang melekat padanya. Pada profesi hakim,
kebebasan eksistensial menegaskan bahwa seorang hakim harus mampu
menentukan dirinya sendiri dalam membuat putusan pengadilan. Setiap sikap dan
tindakan yang harus diambil tidak berdiri diruang kosong, melainkan harus
dipertanggungjawabkan terhadap nilai — nilai kemanusiaan yang sebenarnya,
terhadap tugas yang menjadi kewajiban dan terhadap harapan orang lain. Sikap
yang diambil secara bebas hanya memadai apabila sesuai dengan tanggung jawab
objektif itu dan dengan dasar itulah hakim didalam membuat putusan atas perkara
yang ditangani harus bersumber pada kemampuannya untuk berfikir dan

berkehendak secara bebas namun dalam pembatasan tanggung jawab.



Artinya, posisi hakim sesungguhnya harus membuat keputusan yang bisa
dipertanggungjawabkan atas dasar harap orang lain tanpa mengurangi
objektivitasnya, prinsip — prinsip moral dasar yang digunakan dalam kebebasan

eksistensial manusia, khususnya bagi hakim harus sudah disadari terlebih dahulu.’

Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman
(independensi peradilan) itu dapat diartikan bahwa independensi merupakan
bebas dari segala pengaruh kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan,
serta rekomendasi yang datang dari pihak — pihak extra judisiil, kecuali dalam hal
— hal yang diizinkan oleh undang - undang.'® Indepedensi itu bermaksud untuk
mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Dengan
adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan
negara lainnya, maka diharapkan badan yudisial dapat melakukan kontrol dari
segi hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan
mengurangi kecendrungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak
hanya pada kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dari pengaruh
kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa karena kekuasaan
kehakimam yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan

fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah.*®

Y1hid, him 170.

81bid, hlm 1609.

Firman Florantana Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai
Amanat Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2,
2015, him 230.
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Untuk memutus suatu perkara hakim memiliki kemerdekaan dari campur
tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan
kehakiman yang merdeka atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang
besar dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka
ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga
peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparsial.
Maksud dari sifat putusan yang objektif adalah dalam proses pemberian putusan
hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau
Kriteria objektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang berifat
imparsial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada
salah satu pihak sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak —
pihak yang berperkara atau bersengketa. Namun keputusan yang diberikan itu
secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat, jadi dapat
disimpulkan  kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus menjamin
terlaksanakannya peradilan yang jujur dan adil serta memenuhi kepastian hukum

dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.?°

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya
secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses

pengambilan keputusan para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak

2%lbid, him 231.
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manapun termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, hakim hanya
terikat pada fakta — fakta yang relevan dan kaidah hukum yang dijadikan landasan
yuridis dari sebuah putusan. Tetapi penentuan fakta — fakta mana yang termasuk
dalam fakta — fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana akan
dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh

hakim yang bersangkutan itu sendiri.?

Dalam kehidupan, manusia memerlukan kebenaran, keteraturan, dan
keindahan atau kenikmatan. Oleh karena itu ada logika, etika, dan estetika yang
mencakup penalaran kaidah — kaidah dan selera, yang dimana kaidah — kaidah
tersebut mencakup kaidah kepercayaan, kesopanan, kesusilaan, dan hukum.
Kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih, ini
juga disebut “etika” dalam arti sempit atau normal. Dasar perilaku yang
menyeleweng, antara lain hati nurani yang tidak bersih (gewetenloos). Hal ini
disebabkan dengan hati yang bersih, manusia dapat membedakan mana perilaku
yang baik dan mana perilaku yang buruk. Indikator dari perilaku yang baik, antara

lain rasionalitas, kejujuran, bertanggung jawab, adil, dan produktif.??

Suatu kecendrungan bahwa semakin renggangnya ikatan sosial dalam
masyarakat, semakin kurang pula kemampuan warga masyarakat untuk menahan

diri dalam melakukan perilaku negatif atau antisosial. Renggangnya ikatan sosial

21Suhrawardi K Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him 25.
22Riduan Syahrani, Op.Cit., him 13.
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menyebabkan berkurangnya rasa ketergantungan seseorang kepada orang lain dan
dalam keadaan yang demikian sulit sekali untuk mendapatkan identitas diri,
dengan demikian seseorang akan dengan mudah untuk melakukan suatu
kejahatan. Kejahatan yang dari dulu hingga kini selalu ada dan seringkali diawali
dari kebudayaan suatu masyarakat itu sendiri yang memberikan peluang —

peluang tersendiri terhadap timbulnya suatu kejahatan.??

Kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas pada kehidupan masyarakat di
zaman sekarang ialah kejahatan tindak pidana Narkotika, dimana negara Republik
Indonesia sebagai negara berkembang dijadikan sasaran yang potensial untuk
melakukan aksi pengedaran narkotika secara ilegal. Semakin banyaknya
peredaran Narkotika di wilayah Indonesia maka akan menimbulkan banyaknya
kerugian yang disebabkan oleh para pengedar terutama dapat menghancurkan
masa depan dari para pemuda yang seharusnya menjadi penerus bangsa, untuk
mengatasi hal tersebut tentunya pemerintah telah mengeluarkan Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang — Undang Nomor
35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimana jika melakukan pembuatan,
penyimpanan, peredaran, dan penggunaan narkotika tanpa pengawasan dan
pembatasan yang seksama adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku
dan merupakan tindak kejahatan yang dapat merugikan baik perorangan maupun

masyarakat, juga kemungkinan bahaya besar bagi kehidupan bernegara baik

2|bid.
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dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta keamanan maupun

ketahanan Negara Republik Indonesia.?

Pengedar Narkotika melakukan aksinya bukan hanya dilakukan oleh dirinya
sendiri melainkan dengan melalui berbagai cara, yakni dengan memperdaya anak
— anak sebagai perantara untuk melakukan sebuah transaksi dalam jual beli
Narkotika dengan cara memberikan sedikit upah kepada anak yang disuruh
tersebut atau bahkan dengan menjebak seorang perempuan dengan cara
mendekati perempuan muda dari golongan bawah, mereka dibuat tergantung
secara finansial, diberi fasilitas untuk bergaya modern, hinggga dibawa jalan —
jalan keluar negeri. Semua hal itu dikemas dalam bentuk pacaran, perkawinan,
atau bahkan kumpul kebo dan sebagai kompensasinya mereka digiring ikut dalam

transaksi sebagai perantara atau pembawa narkotika.?®

Di Indonesia kejahatan narkotika memang sudah sangat mengkhawatirkan
hingga dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Tindak pidana
Psikotropika dan Narkotika yang sering terjadi di Indonesia ialah kepemilikan
psikotropika yang dimana perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 62 Undang —
Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan memberikan ancaman
pidana penjara selama 5 tahun dan denda 100 juta rupiah, kemudian kepemilikan

narkotika golongan | bukan tanaman yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1)

2*Makaro Taufik, Suharsil, Zakky Moh, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor,
2005, him. 15.

Zlrianto Sulistyowati, Meij Sing Lim, Purwanti Firliana, Widiastuti Luki, Perdagangan
Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, him. 75
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Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan
ancaman pidana penjaran minimal selama 4 tahun dan maksimal 12 tahun dengan
denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah, kemudian
adapun yang juga sering terjadi ialah tindak pidana jual beli Narkotika yang diatur
dalam Pasal 114 ayat (1) Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika, memberikan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal
20 tahun dengan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar
rupiah. Dengan adanya tindak pidana tersebut maka akan memberikan banyak
dampak kerugian dan kerusakan pada kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena
itu penegakkan hukum yang dilakukan bertujuan untuk melindungi masyarakat
dari segala tindak kriminal terutama pada tindak pidana narkotika. Dalam
perkembangan pembuatan peraturan perundang — undangan saat ini telah terdapat
beberapa aturan didalam undang - undang yang memuat sistem pidana minimum
dan maksimum, seperti yang terdapat pada Undang - Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika.

Adanya sistem pidana minimum dan maksimum maka dapat memberikan
batasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh penegak hukum khususnya hakim
didalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pemidaaan secara
minimum dan maksimum ini tidak ada aturan atau pedoman untuk penerapannya.
Keberlakuan sistem pidana minimum dan maksimum ini diharapkan agar para

pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhi hukuman yang berat, hal ini
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dikarenakan di setiap tahunnya jumlah pelaku tindak pidana narkotika atau
penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Salah satu sebabnya ialah tidak
terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim atau dapat dikatakan
faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau different effect terhadap
para pelakunya. Padahal sudah jelas bahwa narkotika memberikan dampak yang
buruk bagi penggunanya, bahkan tindak pidana narkotika sangat membahayakan
kepentingan bangsa dan negara. Berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh
hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika maka seorang hakim seharusnya
menjatuhkan putusan diantara batas - batas yang telah ditentukan didalam
peraturan perundang — undangan. Ketentuan dalam undang - undang tersebut
terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, yang dimana
hal ini akan menjadi patokan dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Dengan
adanya patokan tersebut, seorang hakim dapat saja menjatuhkan putusan dalam

batas yang minimum dan bisa juga dalam batas yang maksimum.?®

Penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terjadi pada putusan atas nama
Harijanto Tjondrokoesoemo di Pengadilan Negeri Sidoarjo dimana telah terbukti
melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai,
Menyimpan Narkotika golongan | bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan

hukum  mengusai, menyimpan Psikotropika”. Oleh jaksa Harijanto

26Sadriyah Mansur, Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum dari Ketentuan
Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Madani Legal Riview, Volume 1,
Nomor 1, juni 2017, him 91 —92.
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Tjondrokoesoemo didakwakan Pasal 112 ayat (1) Undang — Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal 62 Undang — Undang Nomor 5 Tahun
1997 Tentang Psikotropika, dengan tuntutan pidana 5 tahun penjara dan denda
800 juta rupiah. Akan tetapi berdasarkan kasus tersebut Hakim hanya
memutuskan Harijanto Tjondrokoesoemo dengan pidana penjara selama 8 bulan,
dimana pada putusan tersebut hakim telah melewati batas minimum dari
ketentuan Pasal 112 (1) Undang — Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang
Narkotika, dan Pasal 62 Undang — Undang nomor 5 tahun 1997 Tentang

Psikotropika, yang telah didawakan kepada Harijanto Tjondrokoesoemo.?’

Kemudian kasus lainnya yaitu dilakukan oleh Dodik Susanto BIN Siamto,
dimana pelaku didakwa telah melakukan “Tanpa hak dan melawan hukum
menjual narkotika golongan I1”. Oleh jaksa Dodik Susanto BIN Siamto
didakwakan Pasal 114 ayat (1) Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika, dengan tuntutan pidana 2 tahun penjara dan denda 500 ribu rupiah.
Akan tetapi berdasarkan kasus tersebut hakim hanya memutuskan Dodik Susanto
BIN Siamto dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda 500 ribu rupiah,
dimana pada putusan tersebut hakim telah melewati batas minimun dari ketentuan
Pasal 114 ayat (1) Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

yang di dakwakan kepada Dodik Susanto BIN Siamto.?®

Z’pytusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda.
28pytusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr.
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Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peranan sangat
penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, mempunyai kebebasan
ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas dalam menjatuhkan putusan
pengadilan. Hal ini tercermin dari ketentuan yang terdapat di dalam Undang -
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan
bahwa kekuasan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila dan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana
minimum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan
membuat suatu pembahasan dalam bentuk skripsi yang berjudul
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI
BAWAH ANCAMAN MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 81 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sda

dan PUTUSAN NOMOR : 545/ Pid.B /2012 / PN.Jr)
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan

masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di
bawah ancaman minimum dalam putusan pengadilan nomor
81/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan pengadilan nomor
545/Pid.B/2012/PN.Jr ?

2. Bagaimana akibat hukum dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana

dibawah ancaman minimum dalam tindak pidana narkotika ?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas maka
penelitian hanya akan membahas tentang pertimbangan hakim dalam Putusan
Pengadilan Negeri Nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Putusan Pengadilan

Negeri Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr.
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. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman minimum dalam putusan
pengadilan nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan putusan pengadilan nomor :
545/Pid.B/2012/PN.Jr

Untuk mengetahui akibat hukum dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan

pidana di bawah ancaman minimum.

. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas mampu memberikan manfaat secara
teoritis maupun secara praktis, antara lain :

. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah
keilmuan khususnya tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana dibawah ancaman minimum.

. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan
pemikiran khususnya kepada aparat penegak hukum terutama kepada hakim
sebagai pemutus perkara dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman

mnimum demi mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.
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F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum
normatif. Oleh karena itu penelitian ini dilengkapi dengan kerangka teoritis, agar
penelitian yang berbentuk skripsi ini tetap berada pada ranah ilmiah. Dalam dunia
keilmuan, kerangka teoritis merupakan hal yang penting. Kerangka teoritis
merupakan kerangka acuan yang berisi dasar — dasar teori serta
operasionalisasinya.?® Kerangka Teori yang akan digunakan dalam penulisan

skripsi ini sebagai berikut :

1. Teori Keadilan

Kajian Theo Huijbers menunjukkan ada dua paham filsafat mengenai
keterkaitan “Hukum dan Keadilan”. Paham aliran filsafat alam merefleksikan
keadilan pada hakikat hukum, dengan begitu hukum sama dengan keadilan.
Hukum yang tidak adil berarti bukan hukum. Thomas Aquinas menyatakan
“setiap orang secara moral hanya terikat untuk mentaati hukum yang adil dan
bukan kepada hukum yang tidak adil. Hukum yang tidak adil harus dipatuhi
hanya apabila tuntutan keadaan yakni untuk menghindari skandal atau
kekacauan”. Kemudian menurut paham aliran Empiris dan Positivisme Hukum,

keterkaitan “Hukum” dan “Keadilan” terefleksi dalam tujuan hukum. Ini berarti

29Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
2006, him.19.
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jika ada hukum yang tidak adil tetap berlaku sebagai aturan hukum, hanya

tujuannya belum atau tidak tercapai.*

Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul “What Is Justice” menulis bahwa
keadilan tidak sama sifatnya dengan nilai hukum. Sejatinya norma yang
digunakan untuk mendifinisikan keadilan beragam. Contohnya penganut
Liberialisme menyatakan keadilan idealnya ialah kebebasan (freedom) sedangkan
penganut Sosialis memandang keadilan itu merupakan kesetaraan (equality). Oleh
karena itu, nilai keadilan bersifat subjektif sedangkan eksistensi dari nilai — nilai

keadilan hukum dikondisikan oleh fakta — fakta yang dapat diuji secara objektif.%!

2. Teori Kebebasan Hakim

Adapun kebebasan hakim yang sesuai dengan teori — teori yang ada yaitu :

1. Kebebasan Eksistensial, hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Menurut Arbijo, kebebasan eksistensial bukan berarti lepas dari segala
kewajiban, kekhawatiran dan tanggung jawab, melainkan kebebasan
sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandiriannya selaku
manusia, sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitas sebagai makhluk

individu mempunyai kebebasan sebagai manusia.*?

3] Dewa Gede Admadja, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis, Setara Press,
Malang, 2014, him 70 — 71.

11bid, him 80.

32Arbijo, Kebebasan Hakim (refleksi terhadap manusia sebagai homo relegious), Mahkamah
Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2000, him 95.
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Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk
menentukan tindakannya sendiri, kemampuan itu berdasarkan pada
kemampuan dirinya sendiri untuk menentukan tindakannya sendiri.
Kebebasan itu disebut eksistensial karena merupakan suatu yang menyatu
dengan manusia yakni termasuk eksistensinya sebagai manusia.

2. Kebebasan Hakim dalam Perspektif Integritas Moral dan Etika Profesi.
Suatu kebebasan hakim yang berdasarkan pada kemandirian Kekuasaan
Kehakiman di indonesia ditekankan pemahaman tentang apa yang disebut
dengan “the dynamic of the rule of law in the modern age” yang artinya

“aspek — aspek dinamika Rule Of Law dalam era modern”.

3. Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim

Penemuan Hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat
penegak hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum
pada peristiwa konkret. Bisa dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses
konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan

mengingat peristiwa konkret tertentu.®

$3Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidanal, Erlangga,
Yogyakarta, 2009, him 56.
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Ada dua unsur penting dalam penemuan hukum. Pertama, hukum atau sumber
hukum yang merupakan undang — undang. Asumsi yang mendasari perlunya
penemuan hukum oleh hakim adalah bahwa hukum tidak pernah lengkap, undang —
undang selalu ketinggalan jika dihadapkan dengan perkembangan kehidupan sosial
masyarakat dan berkaitan dengan pengakuan bahwa tidak semua hukum dapat
ditemukan dalam undang — undang.3*

Oleh karena itu, unsur hukum atau sumber hukum juga meliputi sumber
hukum lainnya, yaitu doktrin, yurisprudensi, perjanjian dan kebiasaan. Unsur yang
kedua adalah fakta, sebelum hukum diterapkan pada peristiwa konkret terlebih
dahulu kita harus menetapkan apa yang sesungguhnya menjadi situasi faktual sebagai
penemuan suatu kebenaran, kemudian situasi faktual itu dapat dipandang sebagai

relevan secara yuridis, seleksi dan kualifikasi atau fakta — fakta.

4. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum atau interpretasi hukum adalah upaya yang pada dasarnya
menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti luas membatasi atau
mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk
memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.® Teori ini diperlukan

karena terkadang isi Undang — Undang tidak jelas susunan katanya, juga tidak

3Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Liberty, Jakarta, 2009, him 37 — 38.
%Soerdjono Dirdjosisworo, Pengantar llmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2008, him. 157.
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jarang mempunyai lebih dari satu arti atau multitafsir. Secara garis besar ada empat
metode penafsiran yang umum dan sering digunakan, antara lain sebagai berikut :

a. Penafsiran Gramatikal, yaitu penafsiran berdasarkan tata bahasa yang
karena itu hanya mengingat bunyi kata — kata dalam kalimat itu
sendiri;

b. Penafsiran Sistematis, yaitu dengan cara mempelajari sistem dan
rumusan Undang — Undang yang meliputi, penalaran analogi dan
penalaran a kontario, penafsiran ekstensif dan restriksif serta
penghalusan atau pengkhususan belakunya undang — undang;

c. Penafsiran Historis, yaitu penafsiran dengan melakukan penelitian
sejarah dari Undang — Undang yang bersangkutan. Penafsiran historis
dibedakan menjadi dua yaitu sejarah hukum dan sejarah Undang —
Undang;

d. Penafsiran Teologis/Sosiologis, yaitu penafsiran berdasarkan maksud
atau tujuan dibuatnya Undang — Undang itu dan ini meningkatkan
kebutuhan manusia yang selalu berubah menurut masa, sedangkan

bunyi Undang — Undang tetap dan tidak berubah;3®

3% Eddy O.S. Hiariej Op.Cit., him. 66 — 67.
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5. Teori Dasar pertimbangan Hakim
Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat

digunakan oleh hakim untuk digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan

dalam suatu perkara, yaitu antara lain :*’

a. Teori Keseimbangan
Keseimbangan adalah suatu keseimbangan antara syarat — syarat yang
ditentukan oleh Undang — Undang dan kepentingan pihak — pihak yang
tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya
keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan
terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak
tergugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan
hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara
perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni
dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh
instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

c. TeoriPendekatan Keilmuan
Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata — mata atas dasar
intuisi atau instink saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan

hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara

37 Ahmad Rifai, Op.Cit., hlm 105 — 112.
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yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai
berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan umum, baik ilmu
pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan
yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori —
teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang
diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.

. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman hakim merupakan salah satu hal yang dapat membantunya dalam
menghadapi perkara — perkara yang dihadpinya, karena dengan pengalaman
yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari
putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara perdata yang berkaitan pula

dengan pihak — pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

. Teori Ratio Decidendi

Teori ini berdasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang
disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang — undangan yang
relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam
penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi
yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak

yang berperkara.
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f. Teori Kebijaksanaan
Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya
perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap
anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga
dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku
tindak piana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.
6.  Teori Tujuan Penjatuhan Hukuman
a. Teori Absolut atau Pembalasan (absolute/vergeldingstheorie)
Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana,
tidak boleh tidak, tanpa tawar — menawar, seorang mendapatkan pidana
karena telah melakukan kejahatan. Penjatuhan pidana tidak dapat dilihat
dari akibat apapun yang mungkin akan timbul dari dijatuhkannya pidana
kepada pelaku, tetapi terhadap kerugian di masyarakat yang ditimbulkan
atas perbuatan pelaku.3®
b. Teori Maksud dan Tujuan (relative/doeltheorie)
Berdasarkan teori ini, hukum dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau
tujuan dari hukum itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat dari

akibat kejahatan itu. Tujuan hukum harus dipandang secara ideal.3®

8Wirdjono Prodjodikoro, Asas — asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Eresco, Bandung,
1986, him 21.

3L eden Marpaung, Asas — Teori — Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakrta, 2005, hIm
106.
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Diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahtan yang dilakukan itu
tidak terulang lagi (Preventif).
c. Teori Gabungan (Verenigingstheorie)

Pada dasarnya, teori gabungan adalah isi dari kedua teori diatas yang
mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan
tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si
penjahat.*® Penganut teori ini terdapat beberapa aliran. Pertama, yaitu
menginginkan teori gabungan ini menitik beratkan unsur pembalasan

13

dibandingkan dengan unsur Preventif, karena menurut Pompe *“ Orang
tidak boleh menutup mata pada pembalasan, Memang pidana dapat
membedakan dengan sanksi yang lain, akan tetapi tetap ada ciri — cirinya.
Tetap tidak dapat dikecilkan artinya dengan tujuan sanksi — sanksi itu. Dan
karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah
— kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.** Kemudian Grotius
mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan pada keadilan

mutlak yang diwujudkan pada pembalasan, tetapi berguna bagi

masyarakat.*?

“Wirdjono Prodjodikoro, Op.Cit., him 23.
4L Andi Hamzah, Asas — Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, him 36.
“1pid., him 37.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengkaji
hukum positif, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi,
menganalisis, menafsirkan dan menilai norma — norma dan hukum positif yang
mengatur tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah batas
ancaman minimum dalam tindak pidana narkotika. Penelitian hukum normatif
dapat dibedakan dalam penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas —
asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum konkret, penelitian terhadap
sistematis hukum, dan yang terakhir penelitian terhadap taraf sinkronisasi.*®
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji studi

dokumen atau keputustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder.*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
Perundang — Undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah serta mempelajari semua Peraturan Perundang — Undangan dan

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.*®

#3Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2013, him 23.

44Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta,
2001, him 13.

45Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, him 34.
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Selanjutnya juga menggunakan metode pendekatan kasus (Case Approach)
yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma — norma atau kaidah hukum
dalam bentuk praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus
sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang

menjadi fokus pada penelitian ini.

3. Sumber dan Bahan Penelitian

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang

terdiri dari;

a. Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah berupa Putusan Pengadilan
dari kasus — kasus yang diteliti dalam penelitian ini dan pertauran
Perundang — Undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut, sebagai
berikut;*®
1. Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana;

3. Undang — Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman;

4. Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

5. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

*61bid., hIm 184 — 187.
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6. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
81/Pid.Sus/2015/PN.Sda.
7. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr.
b. Bahan Hukum Sekunder yang berupa buku — buku hukum, dan jurnal —
jurnal hukum.*’

c. Bahan Hukum Tersier yang berupa Kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum berupa bahan — bahan hukum penelitian
normatif diawali dengan kegiatan penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen
dari peraturan perundang — undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem
hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang
dihadapi.*® Penelitian ini menggunakan hasil dari data kepustakaan yaitu suatu
studi agar memperoleh data dengan cara mengumpulkan data baik secara
konvensional maupun dengan menggunakan teknologi informasi (internet),
kemudian mempelajari pengertian, teori — teori serta pendapat ahli tentang segala
persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini

dari buku — buku perpustakaan maupun literatur atau sumber — sumber lainnya.

471bid., hlm 195 — 196.
48Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him 109.



32

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah diperoleh kemudian diolah berdasarkan asas — asas
atau konsep — konsep hukum dan Peraturan Perundang — Undangan yang terkait.
Pengelolahan data tersebut kemudian dilakukan analisis kualitatif dengan metode
interpretasi atau penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas
terhadap aturan hukum atau norma — norma hukum vyang terkandung di
dalamnya.*®

Adapun dalam melakukan analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah
seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti dokumen — dokumen.
Kemudian melakukan reduksi data dengan cara membuat abstraksi atau membuat

rangkuman dengan menjaga hal - hal yang bersifat inti.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan atas hasil dari analisa dan interpretasi
data secara sitematis yang dilengkapi dengan saran.®® Penarikan Kesimpulan
harus selalu dari data yang diperoleh dari hasil penelitian. Kesimpulan yang
diambil haruslah mencakup empat syarat yaitu, ringkas argumentasi, singkat,

jelas, dan meyakinkan.

4°Behder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008,
him 96.
50Zainuddin Ali, Op.Cit., him 121.
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